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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan asal usul
anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honor
di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, tempat tinggal di RT.003,
Desa Suatang Kateban, Kecamatan Pasir Belengkong,
Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON |II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu
rumah tangga, tempat tinggal di RT.003, Desa Suatang Kateban,
Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon I, atau bersama-sama bisa juga
selanjutnya disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat-alat bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon I, serta saksi-saksi di

muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal
06 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah
Grogot tanggal 06 Maret 2017 dengan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tgt.
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal 12 September
2015 di Desa Tepian Batang, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dinikahkan
oleh Penghulu bernama Bapak Habir, dan yang bertindak sebagai wali

adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Muji, dengan mahar
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berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan
oleh dua orang saksi bernama Abdullah dan Nanang, serta dihadiri orang
banyak; namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon |
berstatus duda cerai hidup dan Pemohon Il berstatus janda cerai mati;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan atau
halangan untuk menikah, baik menurut syariat Islam maupun perundang-
undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il berkumpul serta
hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri di rumah
orangtua Pemohon | di Desa Suatang Kateban, Kecamatan Pasir
Belengkong, Kabupaten Paser hingga sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Dzulfikar Rizki bin Awaludin,
lahir 10 Agustus 2016;

6. Bahwa tidak pernah ada pihak mana pun yang menyangkal tentang
keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon | dan Pemohon Il;

7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 Pemohon | dan Pemohon II
kembali melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/1/2017 tertanggal 10 Januari
2017;

8. Bahwa setelah Pemohon | dan Pemohon Il melangsungkan pernikahan
secara resmi tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il bermaksud untuk
membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon | dan Pemohon Il namun
pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi
anak Pemohon | dan Pemohon Il lantaran tanggal kelahiran anak tersebut
lebih dahulu dari pada tanggal Kutipan Akta Nikah Pemohon | dan Pemohon
Il, padahal anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon | dan
Pemohon II;
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9. Bahwa atas dasar itulah Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan penetapan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan
pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon | dan Pemohon II;

10.Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar seluruh biaya
yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan Pemaohon | dan Pemohon II;

2) Menyatakan anak yang bernama Muhammad Dzulfikar Rizki bin

Awaludin, lahir 10 Agustus 2016, adalah anak Pemohon | dan Pemohon

Il;

3) Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk

membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan Pemohon
Il telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut
yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan
beberapa penjelasan/tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah secara agama (sirri)
pada tanggal 12 September 2015 di Desa Tepian Batang, Kecamatan
Tanah Grogot, namun kemudian, pada tanggal 10 Januari 2017, Para
Pemohon menikah ulang secara resmi di instansi terkait (Kantor Urusan
Agama/KUA Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser);

- Bahwa anak Para Pemohon, Muhammad Dzulfikar Rizki bin Awaludin,
lahir 10 Agustus 2016, lahir pada/akibat nikah yang pertama (nikah sirri)
sebelum nikah ulang secara resmi di KUA;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di
muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401031911140004 tanggal 21 Februari
2017 atas nama Kepala Keluarga Awaludin yang telah dikeluarkan oleh
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Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser,
bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos serta telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya
diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/1/2017 tertanggal 10
Januari 2017 atas nama Awaludin dan Siti Aminah yang telah dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten
Paser, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos serta telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya
diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas anak dari pasangan Awaludin dan
Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Sri Wahyuni Astulti,
Amd.Keb, tertanggal 10 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah di-
nazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon Il juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang
memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Ahmad Jaini bin Usman. J, umur 46 tahun, menyampaikan kesaksiannya
dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon |;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sebagai pasangan suami

isteri;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah secara sirri di

Desa tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, pada tanggal 12

September 2015, dan kemudian menikah ulang secara resmi di KUA

Pasir Belengkong pada tanggal 10 Januari 2013;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah

dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Dzulfikar Rizki;

- Bahwa sejak anak tersebut dilahirkan sampai sekarang, tidak

pernah ada orang yang menyangkal tentang keberadaannya sebagai

anak kandung dari Pemohon | dan Pemohon II;
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- Bahwa maksud Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dokumen
kependudukan, khususnya untuk anak Para Pemohon yang belum memiliki
akta kelahiran;
2. Abu Bakar bin Tomek, umur 52 tahun, menyampaikan kesaksiannya
dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | adalah kemanakan saksi;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang telah

menikah secara sirri di Tanah Grogot pada tanggal 12 September 2015,

dan kemudian menikah ulang secara resmi di KUA Pasir Belengkong

pada tanggal 10 Januari 2017;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah

dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Dzulfikar Rizki;

- Bahwa sejak anak tersebut dilahirkan sampai sekarang, tidak

pernah ada orang yang menyangkal tentang keberadaannya sebagai

anak kandung dari Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa maksud Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan

permohonan asal usul anak adalah salah satu syarat guna memperoleh

tanda kependudukan/akta kelahiran anak dari dinas terkait;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan kesimpulan tetap
pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuklah hal-hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang yang secara keseluruhan dianggap termuat
dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para
Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di muka
sidang dengan menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya telah
memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan satu orang anak bernama
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Muhammad Dzulfikar Rizki bin Awaludin, lahir 10 Agustus 2016, adalah
anak/keturunan dari Pemohon | dan Pemohon I, dengan mengemukakan
alasan sebagaimana termuat dalam permohonan maupun penjelasan
tambahan Para Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat berkode P.1, P.2, dan
P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 yang
diajukan Para Pemohon seluruhnya telah bermeterai cukup serta telah di-
nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1)
huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000, maka semua alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah,
oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 adalah alat bukti
autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil dan materil
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 285 dan 301 R.Bg) dan
menunjukkan bahwa Pemohon | dan Pemohon |l berada dalam satu keluarga,
Pemohon | sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon Il sebagai isteri atau ibu
rumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2 adalah alat bukti
autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 285 dan 301 R.Bg) dan
menunjukkan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang sah
secara agama dan negara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.3 adalah alat bukti
autentik dan suatu akta sempurna berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran
Anak dari pasangan Awaludin dan Siti Aminah, yang secara formil dan materil
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 285 dan 301 R.Bg) dan
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menunjukkan bahwa benar anak laki-laki bernama Muhammad Dzulfikar Rizki
tersebut merupakan anak kandung Pemohon | dan Pemohon Il;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, untuk
menguatkan dalil permohonannya, Pemohon | dan Pemohon Il telah
mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing di
bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai
di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya
sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka saksi-
saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal
171,172,175, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pokok keterangan para saksi yang diajukan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il telah ternyata menguatkan kebenaran dalil-dalil
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il mengenai kebenaran anak keturunan
Para Pemohon yang bernama Muhammad Dzulfikar Rizki bin Awaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas
dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan serta penjelasan Pemohon | dan
Pemohon Il atas surat permohonannya di persidangan, maka diperoleh fakta-
fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang telah
menikah secara sirri pada tanggal 12 September 2015 di Desa tepian
Batang, Kecamatan Tanah Grogot, yang selanjutnya menikah ulang
secara hukum negara (resmi) di KUA Pasir Belengkong, Kabupaten
Paser pada tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut (12 September 2015), Pemohon |
dan Pemohon Il telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama
Muhammad Dzulfikar Rizki bin Awaludin, lahir 10 Agustus 2016;
- Bahwa tidak ada orang yang menyangkal atau keberatan dengan
keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon | dan
Pemohon I,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

atas permohonan Para Pemohon yang memohon kepada pengadilan untuk

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan anak Pemohon | dan Pemohon Il tersebut di atas sebagai anak sah
dari Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28-B ayat (1) Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan: “Setiap orang berhak
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
Kata-kata “melanjutkan keturunan” apapun pengertiannya pasti terjemahan
konkritnya adalah “anak”, yakni kehadirannya melalui pertemuan antara ovum
dan spermatozoa, baik secara alami maupun berdasarkan perkembangan
teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan, yang
keberadaannya harus dilakukan melalui perkawinan yang sah. Hal ini
dipertegas pula dengan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1974 Tantang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah itu
sendiri, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: “Perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Islam, suatu perkawinan dianggap sah
apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya larangan
perkawinan yang dapat menghalangi perkawinan antara seorang laki-laki dan
perempuan (vide Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat
Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah
pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian, oleh karena anak yang dilahirkan dari
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut adalah dalam atau akibat
perkawinan dan hubungan suami istri yang sah, maka secara otomatis harus
dinyatakan pula bahwa anak tersebut di atas (Muhammad Dzulfikar Rizki bin
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Awaludin) adalah anak Pemohon | dan Pemohon II, sesuai dengan maksud
Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas telah pula sesuai
dengan hujjah syar’iyyah yang tercantum dalam kitab Al-Figh Al-Islamiy wa
Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, jilid VIl halaman 690 sebagai
berikut:
cwd wiod .@dlgdl 9 aigi by cuwdl WY cuw Slwalll gl mall zlg il
o9 Jamw 095 L aie $uda ladsie sl Loye By OIS ol lauwls sy gl

Vsl o 8Ll & b Lo JS s s asamw il gl o Monaw
Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid, adalah
merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka
apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu
fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi
degan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam
akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak
yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri

(vang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa hal demikian juga tertera/termuat dalam Ensiklopedi
Hukum Islam karya A. Aziz Dahlan pada Jilid 1 halaman 112 yang menyatakan
“bahwa ulama fikih sepakat menyatakan, nasab seorang anak dapat ditetapkan
melalui cara (a) perkawinan sahih atau fasid, (b) pengakuan atau gugatan
terhadap anak, dan (c) melalui alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil dan keterangan di atas,
diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan dan keterangan Para
Pemohon, penetapan asal usul anak (nasab) ini dimohonkan bertujuan untuk
mendapatkan akta kelahiran guna mengurus hak-hak Para Pemohon dan anak-
anaknya sebagai warga negara, maka majelis hakim berpendapat, motivasi
tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan
untuk perlindungan hak asasi seorang anak sebagaimana yang diamanatkan

dalam ajaran Islam maupun dalam konstitusi negara;
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Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu
mengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nazha'ir
karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah
berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan
kemaslahatan:

dixbaoll bbgio ac I e ploYl 9 uas.

Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani
rakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan setelah secara seksama memenuhi Pasal 103 ayat (2), maka
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi
instansi pencatat kelahiran (Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Paser), untuk menerbitkan akta kelahiran
anak dimaksud,;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara
ini dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus
dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Dzulfikar

Rizki bin Awaludin, lahir 10 Agustus 2016, adalah anak sah dari
Pemohon | (PEMOHON I) dan Pemohon Il (PEMOHON |I);
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3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus
sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari
Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22
Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Adi Martha Putera, S.H.l. sebagai Hakim Ketua,
Dr. Muhammad Kastalani, S.H.l., M.H.l. dan Erik Aswandi, S.H.l. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga
diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.
Nuhare sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd.
Adi Martha Putera, S.H.l.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd. ttd.
Dr. Muhammad Kastalani, S.H.l., M.H.l. Erik Aswandi, S.H.l.

Panitera Pengganti,

ttd.
Dra. Nuhare
Perincian Biaya
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses . Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 220.000,-
4. Meterai . Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah . Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Tanah Grogot, 21 Maret 2017
Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,
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DRS. NASA’|
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